ln

Menimbang

Mengingat

BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dan
terciptanya kepastian hukum dalam masa transisi pemberiakuan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, perlu dilaksanakan dispensasi pencatatan akta kelahiran
bagi masyarakat yang lahir sebelum diberlakukan Undang-Undang
dimaksud dan belum memiliki akta kelahiran, sebagaimana
diamanatkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
472.11/2945/S] Perihal : Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan
Pencatatan Kelahiran dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor : 470/019/1/2009 Perihal : Perpanjangan Masa
Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
periu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Dispensasi
Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat
dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
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11.

12,

13.

14,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor
4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung

Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor
93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA
KELAHIRAN.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten adalah

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belitung Timur.

5. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.

6. Dispensasi adalah pengecualiaan dari aturan karena adanya
pertimbangan yang khusus.
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BAB Il
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 2

Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
diberikan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran.

Pasal 3

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 diberikan dengan meniadakan kewajiban penetapan
pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan
kelahirannya terlambat.

Pasal 4

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran, permohonannya harus
tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam
peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :
a. anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah;
b. anak seorang ibu; dan

c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan
orang tuanya.

Pasal 6

Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran berlaku sejak

Peraturan Bupati ini diundangkan dan akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2010.
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KETENTUAN PENUTUP

pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur.

Ditetapkan di Manggar
peta-tonggal 14 September 2009

: u‘r\-qNG TIMUR,

T‘.l —~——

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 September 2009

RETARIS DAERAH
NBELITUNG TIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 151



